
BUPATI PRINGSEWU 
PROVINS! LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU 
NOMOR 1 s TAHUN 2018 

TENTANG 

I SALINAN I 

PETUNJUK 'l'F.KNIS ~TANOAR OPERA.STONAL PROSEDUR 
SADAN SATUAN P()LJSI PAMONG PRAJA KABUPAT'EN PRINGSEWU 

Merrirnbang 

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA 

BUPATI PRINGSEWU~ 

a. bahwa daJam rangka mewujudkan kondisi 
dacrah yang a.man, tenteram dnn tertib oorta 
guna rnenciptakan penyelenggaraan 
Pemerintahan, Pembangunan dan k.egiatan 
masyarakat yang kondusif dipandang perlu 
meningkatkan kirn:zja Sa.tuan Poli5i Parnong 
Praja da.l.am melaksanak.an tuw-.~ny~: 

b. bahwa berdasaTl<an pertirnbangan sebagaimana 
m.aksud dalam huruf a , perlu menetapka.n 
Peraturen Bupa.ti tentang Petunjuk Teknis 
Standar Operasional Prosedur Badan Satuan 
Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu; 

1 . Undang-Undang Nomor 8 'rahun 1981 tentang 
Hukum Ac..ara Pirlsm11 · (Lem ha.ran Negara. 
Republik Indonesia Tahun 1981 Norn.or 76, 
Tambahan Lembaran Negara Nornor 3209) ; 

:J. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan.g 
Penyelen~ Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara I<epubli.k Indonesia Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3 . Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupa.ten Pringscwu di Provin~i 
Lunpung (Lembamn Negar.a R~puhlik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4932J; 



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan l:'eraturan Perundan-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembal'an Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran NP-gara 
RP.publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberd.pa kali terakhir dcngan Und.ang
Undang Nom<1r 9 'l'ahun 2015 tentan_g 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republlk lndon~sia Tahun 
2015 Non1.or 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indr.me~ia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 200::, 
tentang Pedoman Pembinaan tlan Pengawasan 
f'enyclcnggaraan Pemerintahan Daerah 
(1.P.mbaxan Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republilclndonesia Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemeri."ltah Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
9, Tambahan Lembaran '.'fegara Republik 
Indonesia Nomor 5091); 

8. Peraturan Pernerintah )lomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah; 

9. I"eraturan Pemerint.ah Nomor 53 T.l'lhlln 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
174, Tambah.an Lembaran Negara Republik 
Indone~ Nomor 4587); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 
Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban 
dan Perlindungan Masyarakat dalw11 rangka 
Menegakkan Hak Aso.si Manusia; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 
Tahun 2011 tentang Pedoma."l Penyelenggaraan 
Pendidikan dan Pelalillan Dasar Polisi Paniong 
Praja; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 
Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan 
Tata Ke.rja Satuan Polisi Pa.mong Pra.ja; 



Menetapkan 

13. Peratur~ Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 
Tahun 2011 Tentattg Standar Operasional 
Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nurnor 16 
Tabun 2011 tcntang Komunitas lntelijen 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l l 
Tahun2016; 

15. Peraturan Menteri Dalun Negeri Nomnr SO 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

16. Peratursn Daerah Provinsi 1..ampung Nomor 42 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan 
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Sekretaria.t Daerah, Sekretarlat Dewan 
Pe1wakilan Rakyat Do.emh, ]nspektorat, 
Satuan Poljs; Pamong Praja dan Staf Ahli 
Bupati; 

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung '.'fomor 9 
Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pevwai 
Negeri Sipil Provinsi Lampung; 

18. Pemturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 
16 Tahun 2016 tentang Pcinbentukan dan 
Sueunan Perangka.t OaP.rRh Kabupaten 
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16); 

MRMUTUSKAN: 

PERATUAAN BUP.'\TI iENTANG PETUNJUK TEKNIS 
STANDAR OPERASIONAL SATUAN POUSI PAMONG 
PR.YA KI\RUPATEN PRINGSEWU. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dahuu Pecaturan Bupati ini yllllg dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabu?J-len Pringsewu. 

2. Bupati adalah Bupati Pringsewu. 



,,,. . 

3. Pekon merupakan sebutan lain dari desa di 
Kabupaten Pringsewu adaleh kesatuan masyarakal 
hukum yang mcmiliki batas-batns wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan me11RUrus 
lrepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau adat 
istiadat setem.pat yang diakui dan dihonnati dalam 
sistem Pemerin.tahan Negara Kesatuan Republi.k 
1ndones;a. 

4. Sntuan Poliei Pamong Prajl\ :1dalah Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu yang 
melaksanakan tugas dalam memelihara dan 
menyelenggarakan ketertiban umum thu1 
ketentraman 111asyarakat, serta menegakkan 
Peraturan Daerah serta ~raturan pelaksanaannya. 

5. I'olisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi 
Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah 
dalam penegakan peraturan dan penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu. 

7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut 
PPNS adalah Pejalnd Penyidik Ncgeri Sipil tcrtentu 
dilingkungan Pemerintah Kab11pat.en yang diberi 
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk 
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 
Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaanya. 

8. Ket.entraman adalah situasi dan kondisi yang 
mengandung dart bebas dl:lri gangguan dan ancanian 
bn.i.k fisik ma.upun pgi.kis bebas dari riuu1 takut dan 
kekhawatiran. 

9.Ketertiban adalah suatu tatanan dalam suatu 
lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya 
perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai 
anggota masyrakat yang mematuhi kaidab, norma 
agama, nonno. eosial clan peraturan perundang
unrlangan yang berlaku. 

10. Ketertiban umum dan T<etP.ntraman masyarakat 
a.delah suatu keadaan yang dinamis yang 
memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah clan 
masyarakat dapat melakukan kegiatanny.:1 tlengan 
tentram, tertib clan teratur. 

1 l. Pembinaan adalah ~gala uaaha. da.n ke~tan 
membimbing, m.endorong, mengarahlc.An, tennasuk 
kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk 
melaksanakan sesuatu dengan baik, teracur, rapi 
clan seksama menurut rencana/program 
pelak:saoaan dengan kctenturut, petunjuk, norma, 
siatem dan metode AA('..Bra efek:tif dan efi.sien untuk 
mencapai tujuan dengan basil yang diharapkan 
secara maksimal. 



12. Masyarakat adalah seluruh manusia di Indonesia, 
baik secara individu/perorangan maupun sebagai 
kdompok di wilayah hukum Indonesia yang hidup 
dan ber:lc:emba,ig dRlam hubungan sosial dan 
mempunyai keinginan serta kepentingan yang 
berbeda-beda, tempat tinggal clan situasi yang 
berbeda, a.kan tetapi mempunyai hakekat tujuan 
nasional yang stllrul. 

13. Pembinaan ketentraman dan ketertib~n umum 
adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang 
berhubungan dengan perencanaan penyusunan 
pengembangan pengarahan pemelihare.an serta 
pengendalian dibidang pengc11dalian dnn ketertiban 
umum secara ~rdayaguna dan bP.rhasilguna. 

14. Unjnk rasa. dan kerusuhan masa adalsh 
tindak/perbuatan sekelompok orang at.au masa yang 
melakukan protes/aksi karena tidal< puas dengan 
keadaan yang ada. 

15. Unjuk .ra.sa dan kerusuhan ma.sa merupa.kan 
kejadian yang han1s disntiaipasi dan dilakukan 
tindakan pengamanan oleh Satl.lan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Pringsewu ~hagai aparat 
Pemerintah Kabupaten Prtngsewu dalam r.mgka 
pclaksana.en tugoe penyelenggaraan ketentraman 
ilBn ketertiban umum. 

16. Pengamanan terhadap para pejabat/orang-orang 
penting (uery imponant peraon/VJP) adalah 
merupakan sebagian tugas melekat $atuan Pollsi 
Pamoug Praja Kabupaten f'ringsewu scbagai o.pamt 
pemerintah KabupatP.n Pringsewu dalam rangka 
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban 
umum. 

17. Penjagaan. tempat-tempat penting adalah 111erupakan 
salah satu tugas melebl pada Satuan Polisi Pamong 
Pmjo. Kabupaten Prin~wu dalarn rangka 
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban 
umum. 

18. Patroli adalah kegiatan mengelilingi. suatu wilayah 
tertentu secara tertentu yang berstfat rutin. 

19. Unit intelijen adalah Unit Satua11 Polisi Pamong 
Praja yang dibentuk untuk melakukan ups.ya detelcsi 
dini dengan metode mencari informasi yang akurat, 
mengumpulkan, menganalisa dan memberikan 
infonnasi yang diperlukan kepada pembuat 
kebijakan dalam mengambil keputu.san terbttik 
untuk kepentingan rnasyarskat. 

20. s;stem peringatan clini adalah pengumpulan dan 
analisa data/infonnasi yang diperoleh dari wilayah 
perhatian atau sasaran, secara disistemmatisasi, 
dengan tujuan mengantfaipasi perkembangan 
lingkungan dan sasaran, 11ntuk mengurangi ketidak 
pastian, mencegah pendadakan, mengembangkan 
respon/tindakan, memberikan pilihan/opsi tindakan 
bagi pengambil keputusan. 



21. Peraturan Uaerah adalah Peraturan Perundang
Undtu•gan yang dibentuk olch DPRD dengan 
persetujuan beTMma Bupati. 

22. Penegaka.n Peraturru1 Dae,-.ah Rdalah suatu upizya 
atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati semua 
pihak dan bagi pelanggar clikenakan sanksi sesuai 
denga sanksi yang tercantum dlllain Peraturan 
Daerah. 

23. Pet.11.njuk Standar Operaflional Prosedur Satuan 
Polisi Pamong Praja yang seianiutnya disebut 
petunjuk teknis stand.ar operasional prosedur 
Satuan Polisi Pamong Praja adalah prosedur bagi 
aparat Polisi P,unong Praja dalam rangka 
meningkatkan kesadaran dalani melaksanakl'ln 
tugas menegakkBr1 Peraturan Daerah, m.eningkatkan 
kesadaran dan keta.atan masyarakat, aparat, serta 
badan llukUm terhadap Peraturan Daerah, 
Pe1·aturan Bupati dan Keputusan Bupa.ti serta 
menyelengga1"8kRn ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 

Pasa12 

(1) Maksud di8118Unnyn petunjuk wknis proacdur tetap 
Satuan Polisi Pam.ong Praja adafah SP.hagai pedoman 
bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalaJn 
melaksanakan tugas menyelenggarakan ketertiban 
umum dan ketentraman masyarakat serta 
mcningkatkan kcpatuhan don ketaatan maayarakat 
t.P.rhadap peraturan daerah yang ada. 

(2) Tujuan disusunnya petunjuk telaris operasional 
Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk 
keseragaman pelaksanaan tugas Palisi Pamong Praja 
dalam menyelenggarakan ketertiban um.um dan 
kctentraman masyarakat dan penego.kan pera~uran 
d.aerah yang ada. 

(3) Saaoran di&ueunnya petunjuk teknis operasional 
Satuan Polisi Pamong Pra,ia adalah terciptanya 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 
dengan sebaik-bailcnya. 

BAB III 
PETUNJUK TEKNJS 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Pasal3 

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas 
uperasi.onal harus sesu.ai dengan pctupjuk teknis 
standar opera.sional prosedur- Satuan Polisi Pamong 
Praja. 



Pasal 4 

ni11Am we\aksanakan tugas operasional Polisi Pamong 
Praja dipimpin oleh Kepa\a Badan Satuan Polisi Pamong 
Praja yang bertangsungjawab kepada Bupati. 

Pasal 5 

a Standar operasiun!d prosedur Saluan Polisi Pamong 
Praja sebagaimana dimaksurl dalam Pasal 4 
meliputi: 
a. standar operasional prosedur penegakan 

Peraturan Daerah; 
b. :stand.ar operasi.orial prosedur ketert:iban umum 

dan kP.t.entrmrum masyarakat; 
c. standar operasiona\ prosedur pelaksanaan 

penanganan unjuk rasa. dan kerusuhan masa; 
d. standar operasional prosedur pelaksanaan 

pengawalan pejabat/ orang-orang pen ting; 
e. standar operasional prosedur pelakasanaan 

tempat-tempat penting; 
f. standar operasional prosedur pelaksanaau 

operasional patroli; 
g. standar nperasional prosedur pelaksana.an 

intelijen jupaya deteksi dini). 

b. Standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong 
Praja St-bagaimana climakaud pada ayat (1) 
ten:antum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang 
me1upa.kan bagian yang tidek terpi.sahkan dari 
Peraturan Bupi1ti ini. 

BABIV 
PEMBlAYAAN 

Pasal6 

Bi.a.ya dalam mngka pelaksanaan Peraturan Bupati ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Be\anja 
Daerah pada Badan Satuan Polisi Pamong Pra.ja 
Kabupaten Pringsewu. 

BABV 
KETENTUANPENUTI.JP 

Pa.sal 7 

Hal-hal yang belu111 diaLur dalam Peraturan Bupati in.i, 
sepanjang mengenai teknis pelakMnaannya diatur lebih 
lanjut dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong 
Praja. 



Pasa.18 

PP.nlturan Bupati ini mulai berlaku pad.a tanggal 
diun.dangkan. 

Agar setio.p orang mengetah.uinya, ml'!merintahkan 

pengundangan 
penempa.tannya 
Pringsewu. 

Peratwan Bupati ini 
dalam berits. Daerah 

dengan 
kabupaten 

Ditetapkan di Pringsewu 
pada tanggal ()I;? .AFil 2010 

BUPA'n PRJNGSEWU, 

Diundangkan di Pringse,vu 
pad.a tanggal 02 J,Jri1 2018 

dto 

SUJADI 

SEKRETARIS OAERAH KABUPATl!:N PRINGSEWU, 

dto 

A. BUDIMAN PM 

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOM OR 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 

IHSAN HENDRAWAN, S .H 

JDIH Kabupaten Pri~sewu : http://jdih.pringsewukab.go.id/ 
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I.AMPIRAN PERATURAN BUPATI PRINOSEWU 
N0MOR : 13 
TAHUN : a! J.Jlril 2018 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATLTAN POI.JSI PAMONG PRAJA 

I. PENEOAKAN PERATURAN DAERAH 

1. Ruang lingkup penegakan Peraturan Daerah meliputi : 

a. melalcukan kepada masyarakat dan pengarahan 
hukum yang melanggar Peraturan Daerah; 

badan 

b. melalcukan pembinaan dan/atau sosialisa.si kepada 
masyarakat dan badan hukum; 

c • prefenJ.ijrwn yustisial; 

d. peninclakan yustisial. 

:ii. Ketentuan Umum : 

a. mempunyai Iandasan hukum; 

b. tidak melanggar hak asasi rnanusia; 

c. dilaksanakan sesuai prosedur; 

d. tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun. 

3. 1-'engarahan agar masyarakat dan ba.W1J1 hukum mcntaati dan 
mematuhi Pcraturan Daerah d.an aturan/ke.tentusm 
tun1nennya. 

4. Pembinaan dan/atau sosialisasi: 
a. melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan 

hukum yang m.e1anggar Peratunu1 Daerah dan 
aturan/ketentuan tururulllnya.; 

b. pembinaan perorttngan dilakukan dengan ca.ro. mendotangi. 
masyllI'akat dan bad.an hukum yang mefanggar Pef'atuxan 
Daerah dan aturan/ketentuan turunannya untuk 
diberitahu, Pengarahan dan Pembinaan ak.an arti pentingnya 
kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan 
Pen1.luran Bu pati; 

c. pernbinaan kelompok dilakukan dengan caro. 
mcngundrulg/mengumpulkan kepada. masyaniJcat dan 
badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan 
aturan/ketentu.an turunannya untuk diberikan pengarahan 
dan pembinaan akan pentin.gnya kesadaran dan kepatuhan 
terhadap Pe1·aturan Daer-ah dan atumn/ketentuan 
turunannya. 



5. Penindakan prevenlif non yustisi.al 
Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja : 

a. pP.nif'ldakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan 
aturan/ketentuan turunannya, terlebih dahulu 
menandatangani Surat Pernyataan bersedta <lan sanggup 
mentaati dan men1a.tuhi aerta mclaksanakan ketentuan 
dalam waktu 15 (lima hP.las) hari terhitung sejak 
penandatanganan surat pemyataan. 

b. apabila tidBk melakaanakan dan atau mengjngkari surat 
pemyataan, maka akan diberikan : 
l) surat teguran pertama dengan tenggang waktu 7 (tujuh) 

hari; 
2) surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; 
3) surat teguran Jretiga dengan tenggang waktu J (tiga) ha.ri. 

c. apabila tidak melaksanakan clan atau mengingkari surat 
teguran tersebut, akan dilaporkan kcpada PPNS untuk 
dilakukan proses sesuai PHRt11ran Perundang-undangan 
yang berlaku. 

6. Peninclakan 'iustisial 

a. penindakan yang dilakukan oleh PPNS : 

1) pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 149 Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tem:ang Pemerintaban 
Daerah lata~ kuasa undang-undang) memiliki 
k@wenanggn untuk melakukan penyidikan. 

2) PPNS dalam rangka penyidikan pelanggaran Peraturan 
Daerah dan aturan/ketentuan turunannya dapat 
menggunakan kewenangan dan/atau pengamatan untuk 
menemuk.an pelanggaran pidana dalam lingkup undling
undang yang menjadi dasar hukumnya (Peratumn 
Daerah dan a.tumn/ketentuan turunannya.}. 

3) delam hn1 tertentu PPNS bila m.embutuhlmn kegiatan 
penyi.dikan dapat pula meminta bantuan Penyidik Polri. 

b. penyidikan pelanggaran l'eraturan Daerah clan 
atunt.n/ketentuan turunannya; 

1) dilaksanakan oleh PPNS aetelah diketa.hui lmhwa suatu 
peristiwa yang terje1di merupakan pelanggaran Peraturan 
Daerah dan aturan/ketentuan turunannya yang 
termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai 
dengan Undang-Undang yang menjadi da.sar hukumnya 
dalam wilay~1 kecjanya. 

Pelanggaran ketentuan Peratunm Dae,-ah dapat 
dikctahui dari: 
al Js.porQll yang dapat diberikan oleh : 

( l) setiap orang; 
(2) petugaa. 

b) tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun; 
cJ dilretahui langsung oleh PPNS. 



2) dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah dan 
aturan/ketentuan turunannya bmk u1elalui laporan, 
tcrtangkap tangan ntau diketahui langsung oleh PPNS 
t:lituangkan daJam bentuk laporan kejadian yang 
ditandatagani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan. 

3) dawn hal tertangkap tangan. Setiap anggota. Satuan 
Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan: 
a) tindakan pertama di tempat kejadi.an perkara. 
b) melakukan tindakan yang diperlukan sesuai 

kewenangan yang ditctapkan di da)arn Undang
Undang yJ1ng menjadi dasar hukum Satuan Polisi 
Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan. 

c) segera melakukan proses penyidikan dan koordinasi 
dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenls 
pehuigga.i-an PeratuTan Daerah dan e.turon/ketentuan 
turunannya. 

c. Pemeriksaan 
1) pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS 

yang bersangkUtan dalain pengertian tidak boleh 
ilillinpahkan kcpe.da petugas lain yruig bukan penyidik. 

2) seteJah diadakan pemeriksaan o)eh PPNS terhadap 
tersangka mengakui telah me1akukan pelanggaran 
Peraturan Daerah clan aturan/lretentuan turunannya 
eerta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan 
ketentuan Peraturan Daerah dan aturctn/ketentuan 
turunannya tcrsebut eeeuai dengan jenis usaha/~giatan 
yang dilakukan dalam waktu 15 (Ii.ma belas) hari sejak 
peJeksanaan pem~an tersebut dan mengakui 
JcesaJahllJl kepada yang bersangkUtan diharUskan 
meJJ1but1l surat pernyataan. 

d. Pemanggilan 

1} dasar hukum pemanggilan ada1ah sesuai dengan 
ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan. 

2) dasar pemanggilan Tersangka dan saksi sesuai dengan 
kewenangan yang ditetapkan dalaJn undang-undang yang 
menjadi dasar hukumnya masing·maaing, yaitu 
Peraturan Daer-ah dan at1.1ran/lretenh1J1n turunannya. 

3) pada prinsipnya, yang berwenang mendatangi Surat 
P~nggilan ada)ah PPNS Satuan Palisi Prunong Praja. 

4) dalam hal Pu:npinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan 
Penyidik PPNS, maka penandatanganan surat panggilan 
dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik. 

5) da1ain hal Pimpinan Satuan Palisi Pamong Pra.ja adalah 
Penyidik PPNS, maka surat panggilan ditBndatangani 
uJeh PPNS Pamong Praja; 



6) surat panggilannya dilakukan oleh Petugas PPNS, agar 
yang bersangkutan dengan kewajibannya d.apat 
memenuhi panggilannya tersebut bahwa kesengajaan 
ticlak memenuhi panggilan terscbut dia.ncam dengan 
Paaal216 KUHAP, 

e. Pelaksanaan 
Dalam melaksakan operasi penegakan Peraturan Da.erah dan 
aturan/ketentuan turunannya dibentuk tim terpadu yang 
terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, penga.mpu Pcraturllll 
Oaerah dengan dibentu. Kepoliman Kordinatnr pengawas 
PPNS, Kejaksaan dan Pengadilan dapat melakukan: 
l} sidang di tempat terhadap para pelanggar peraturan 

daerah; 
2) melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar 

pera.turan daerah selanjutnya dbecahkan kcpada 
Kejabaan; dan 

3) melakuken koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan dan 
Kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk 
melaksanakan persid.angan terhadap para pelanggar 
peraturan daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamung 
Pra.ja. 

ll. KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASY ARAKAT 

1. Ruang lingkup penyclenglll'aan ketertiban umurn cJAn 
ketentraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi 
penertiban umum dan ketentraman rnasyarakat yang menjadi 
kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain: 

a tertib tata ruang; 
b. tertib jalan; 
c. tertib angkutanja1an dan angkutan sungai; 
d. tertib jalur bljau, tmnan dan tempat uinum; 
e. tertib sungai, salurwi, kolam. dan pinggir pantoi; 

f. tertib lingk.ungan; 
g. tertib tcinpat uaaha dan usaha tertentu; 

h. tcrtib bangunan; 
i, tertib eosial; 
j. ter1ib kesehatan; 
k. tertib tempat hihuran d.an keramaian; 
1, tertib peran serta masyarakat; dan 
m. ketentuan Jain sepanjang telah ditetapkannya dalaJn 

Peraturan Daerah masing-masing. 



2. Ketentuan Petaksanaan 
a. umum 

Persyaratan yang harus duniliki oleh setiap petugas pembina 
dan operasi ket~rtihan umum dan ketentraman masyarakat 
adalah: 
l) setiap petugas haru.s memiliki wawaaa.n dan ilmu 

pengetahuan ten tang Peraturan Daerah dan 
aturan/ketentuan turunannya; 

2) da.pa.t menyampaikan maksud dan tujuan dengan bahaM 
Indonesia yang ba.ik den benar, data juga dengan bahBsa 
daerah setempat; 

3) menguasai ~knik penyampaian infonnasi dan teknik 
-presentasi yang baik; 

4) berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang 
tinggi; 

5) setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat; 

6} bersedia menerima saran dan kritik masyarakat serta 
mampu mengidentifikasi masalah, juga dapat memberikan 
alternatif pemecahan masalah tanpa wengu.ra.ngi tuga& 
pokoknya; 

7) pet1.1g11.S k.etertiban umu111 dan kctent:mma.n masyarakat 
harus memilild sifat : 
a) u Jet. den tahan uji; 
b) dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada 

semua pihak terutama yang menyangkut tugas 
pokoknya; 

ct mampu membaea. situasi; 
d) memlliki suri tauladan dan dapat dicontoh olch apara.t 

Pemerintah Daerah lainnya; 
et ramah, sopan, santun dan mengha.rgai pendapat orang 

lain. 

h. khusus 
Pengetahuan dasar yang dimiliki oleh petugas Satuan Polisi 
Pamong Praja dalam r:nelaksanakan tugas menyelenggarakan 
ketertiban umum dan ketentraman ma.5yarakat adalah: 
1) pengetahuan tentang tugas-wgas pokok Polisi Pamong 

PL"aja kbususnya dan Pemerintah Da.emh 11rnumnya; 
2) penget:ahuan d.a.ea.r-dasar hukum dan peraturan 

perundang-undangan: 
3} mengetahui dasar-dasar hukum pelakaanaan tugas Polisi 

Pamong Praja; 
4) memahami dan menguasai adat istiadat clan kebiasaan 

yang berlaku di daerah; 
5) mengetahui dtu1 memahami d~dasar pcngctahuan dan 

dasar hukurn pembinaan ketert:Jban umum dan 
ketentraman masyarakat. 



3. Perlengkapan dan peralatan 
a. surat perintah tugas; 
b. kartu tanda anggot.a resmi; 
c. kelengkapan pakaian yang digunakan Pakaian Dinas 

Lapangan (PDL); 
d. kendaraan operasional yang dilengknpi dengan alat penge:ra.9 

suara dan perlengkap:sin IBinnya; 
e. kendaraan opera.sional tenliri dari kendaraan roda empat atau 

lebih dan roda dua sesuai standar operasional Satuan Polisi 
Pamong Praja; 

f. bagi daerah yang memillki wilayah perairan wi.pat 
menggunakan b:Y1dfilaan bennotor atau tidak bermotor di 
atas air sesuai kebutuhannya; 

g. perlengkapan pertolongan pertam$l p:<1dB kecelakaan (P3K); 
h. alat ~lintlung diri geperti topi lapangan/helm/tameng; 
i. alat-alat perlengkapan lainnya yang mendukung kelancaran 

pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

4. Bentuk ctul:l pemb.inaan penyelenggara.an lretertiban um.um clan 
ketentraman masyarakat adalah berupa bentuk pmduk hukum 
yang tidak ditaati masyaral<at, terutama Peraturan Daerah dan 
aturan/ketentuan turunannya dalain menja1ankan pemerintahan 
di daerah kepada masyaraka.t. Hal tersebut dilal<sanakan secara 
bertahap dan berkeinnambungan sehingga masyarakat akan 
memahami. arti pentingy,yA ketaatan dan kepatuhan terhadap 
produk hukum daerah, oleh karena itu di dalam pembinaan 
harus memenuhi: 
a. penentuan sasaran pembinaan daJam bentuk perorangan, 

kelompok atau badan usaha. 
b. penetapan ""-aktu pelak:ianaan, pcmbine.en aeperti bulanan, 

triwulan, semester dan tahunan_ PP.rencanaan delll!lan 
pena1'\gga]an waktu tersebut dimaksudkan agar tiap kegiatan 
yang alcan dilakulam memiliki batasan waktu yang jelas dan 
mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang 
clilakukan. 

c. pcnetapan mo.teri pembinaan, dilakukan agar maksud dan 
tqjuan pembinaan dapat tercapai dengan terarah, selain itu 
penetapan materi pembinaan disesuaikan dengan subjek, 
objek dan sasaran. 

d. penetapan tempat pembinaan yang dilakukan dapat bersifat 
formal dan informal, discsuaikan dengan kondi~i lapangan. 

s_ Bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketertiban umum 
clan ketentraman masyarakat dapat dilakukan melalui 2 tdua) 
carayaitu: 
a formal 

1) Sa51:UlUl Peronuigan 
Pembinaan dilakukan dcngan cam mengunjungi a.nggota 
masyandcAt yang telah ditetapkan sebagai sa.saran untuk 
memberikan arahan dan bimbauan akan arti pentingnya 
ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan 
aturan/lretentuan turunannya. 



Mengundang/memaIJUil anggota masyarakat yang 
perbuatannya telah me1anggar dari ketentuan 1-'eraturan 
Daerah dan alu1·an/ketentuan turunannya. untuk 
memberikan arahan dan pembinaan bahwa pe-rbu.RtAn 
yang telah di.lak:ukannya mengganggu ketertiban umum 
dan ket.entraman masyarakat secara umum. 

2) Basa.ran Kelompok 

t'embinaan ketertiban umum dan ketenlnunan 
masyarakat dilakukan dengan dukungan fasilitas dari 
Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan instansi/ 
OPD lainnya dengan menghadirkan masyarakat disuatu 
gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta. 
narasumber U1e1nbaha5 arti pentingnya peningkatan 
ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturar, pen1ndang
undangan van~ ada guna memelihara. ketertiban umum 
dan ketentraman masyarakat. 

b. Informal 

Selurub anggota Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban 
moral untuk menyampaikan infonnasi clan himbauan yang 
terka.it dengan Peraturan Daerah dan al.ura.n/ketentuan 
turunannya kepadn masyarakat. 

Metode yang dilakukan dengan pembinaan ketertiban umum 
dan ketentraman masyamkat adalah dengan 1ne1nbina saling 
asah, asih d.an osuh diantara aparat penertiban dengan 
masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing 
dalarn rangka peningkatan, ketaatan dan Jrepa.tuhan 
masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang 
ada. Denga.n dew.ikian hai-apan dari Pemerintah Dacrah 
untuk meningkatkan pelayanan kepada masya"'lmt rlalam 
proses pemballflUnannya dalam keadaan tertib dan tentram di 
daerah dapat terwujud. 

Selain itu pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat juga dapat dilakukan dengan 
memanta.atkan sarana d.m fl:lsililas wnum yaitu : 
1) media ma- iJan media elektronik seperti radio clan 

teievim; 
2l pembinaan yang dih,lnilmn pada tingkat RT, RW, 1K 

Pekon/Kelurahan a.tau sebutan lain sesuai dengan daerah 
masing-masing clan Kecamatan; 

3) tatap muka; 

4) pembinaan dilakukan oleh sebuah tim yang khusus 
dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada 
mai,yaraka.t seperti Tim Ramadhen, Tim Ketert:iban, 
Kebersihan dan Keindahan (K3) dan bentuk tim lainn~'a 
yang membawa misi Pemerintah Daerah dalam 
memelihara ketentraman dan ketertiban umum. 



6. Teknis persiapan operasional ketertiban umum clan ketentraman 
masyarakat : 
a. memberlkan teguran pe.rt.ama kepada orang/baden hukum 

yang melanggar keterliban umum dAn ketl!ntraman 
masyarakat; 

b. memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang 
melanggar ketertiban umum clan ketentraman masyarakat 
apabila dalam waktu 3 (tiga) hart setetah teguran perta.ma 
dilakukan be)um diindahkan; 

c. memberikan tcguran ketiga kepa.cla orang/badan hukum yang 
melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat apabila dalam waktu 3 ltiga) hari 
setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan; 

d. memberikan surat peringatan pertama daJaJn waktu 7 (tujuh) 
hari agar onmg/badan hukum tenebut untuk menertibkan 
sendiri pabila daJem watu 3 (tiga.) hari eetelah teguran ketiga 
dilakukan belum diindahkan; 

e. memberikan surat peringa.tan kedua dawn waktu 3 (tiga) hari 
agar orang/badan. hukum tersebut untuk menertibkan 
sendiri; 

f. memberikan surat peringa.lwl ketiga d.alam waktu 1 (satu) hJlri 
agar orang/badan hulcum tersehnt untuk menertibkan 
sendiri; 

g. apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan 
rna1'a dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.. 

7. Teknis operasional ketertiban umum daa. ketentram~n 
masyarake.t dalem meitjaJankan tugas : 
a. mel.aksanakan deteksi dini dan mengealuasi basil deteksi dini; 
b. melakukan pemetaan/ mopping terhadap objek atau lokasi 

sasaran serta memikirkan emergency exit window; 
c. pimpinan operasi. menentukanjum1ah kekuatan anggota yang 

diperlukan dalam pelaksanaan operasi; 
d. apabila pimpinan operasi merasa pelaksanaan operaai 

aienibutuhkan bantuan dari instansi terkait l0innya perlu 
mengadaan koordinasi untuk pelaksaan tersebut; 

e. sebelum menu.ju lokasi operasi, pimpinan memberikan 
briefing kepada para a.IJBgOtanya tentang maksud dan tujuan 
operasi termasuk Iremungkinan ancaman yang dihaclapi oleh 
pelugas daJam opcraisi.; 

f. mempcrsiapken dm, mengec:ek gegala kebutuhan d.1:m 
perlengkapan serta. peralatan yang harus dibawa; 

g. eetiap petugas yang diperintahkan harus dilengka.pi dengan 
surat perintah tugas. 

Penertl'baH dilakukan dalaJn rangka peningkatan ketaatan 
masyarakat terhadap pemturan, tP.tapi tindakan tersebut hanya 
terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara 
kegiata.n yang melanggar Peraturan Daerah dan 
aturan/ketentuan turunannya. Sedanglw.n putusan final atas 
pelanggaran tersebut merupakan kewenangan instansi ata.u 
pejabBt yang berwenang. penyidikan penertiban yang dilakukan 
oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan non yusti.sial. 



8. OalBm pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya 
penertiban maka : 

a. sesorang anggota Polisi Pamong Praja dala:m setiap 
pelaksanaan tugas juga harus mendengar keluh.an dan 
permasalahan yang melakukan pelanggano1 ketentuan 
Peratumn Do.erah d.an atumn/ketentuan turunannya dengan 
cara: 
1) mendengarkan keluhan masyara]cat dengan seksama; 
21 tidak memotong pembicaraan orang; 
3) tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap 

permasalabannya; 
4) jangan langsung menyalahkan ide/pendapat/keluhan/ 

perbuatan maayaraka.t; 
51 jadilah pcmbicara yong bailc. 

b. setelah mendengar keluh.an dari masyarakat yang harus 
dilakukan adalah : 
11 memperkenalkan dan menjeJaskan maksud dan tujuan 

kedat.angnya; 
2) menjelaskan kepada masyarakt bahwa perbuatan yang 

dilaku.kannya teJah melanggar Peraturan Daerah dan 
aturan/Jretcntuan turunannya jika tidak cukup walctu 
maka lapada si pela.nggar dapat diberi surat panggilan 
ata.u undangan untuk datang ke kantor Satu.an Polisi 
Pamong Praja untuk meminta ket.erangan atas perbutan 
y.:tng dilakukannya dan diberikan pcmbinaan dan 
penyuluhan. 

3) bP.rBni menegur terhadap masyarakat atau apara.t 
pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan 
tindakan pelanggaran ket:entuan Peraturan Daerah dan 
aturan/k.et.ent.uan tunu1annya. 

4) ji.ka 1.elah dilakukan pcmbinaan tcmyata masih 
melakulcan perbuatan yang melanggar ketentuan 
Peraturan Daerah dan aturan/ketentuan turunannya, 
make. kegiatan selanjutnya sdaJah tindakan penertiban 
dengan berkerjasama dengtt.n aparat penertiban lainnya 
sertaPPNS. 

9. La.ngkah-langkah sebelum melakukan operasi penyelenggaraan 
keteniba.n uwum dan ketentraman masyarakat Satuan Poli.si 
Pamong Praja : 

a. dapnt melakukan koordinasi sebehun melaksanakan 
penertiban dengan instansi terkait antara. lain: 
1) alat negara; 
2) instansi terkait; 
3) PPNS; 
4} Kecamatan clan Kelurahan/Pekon. 



b. teknis pelak!ll:l.llaaU staudal· ope1·affional pIOl!ICdur Satuan 
Poliai Pamong Praja : 
1) secant aktif dan hP.rkalA memberilcan penyuluhan dan 

sosialisasi ten tang Peraturan Daerah clan 
aturan/.ketentuan turu.nannya yang mengatur mengenai 
ketertiban umum dan ketentn:unl:Ul. ~~i:111:lkal; 

2) menghagatlam/menegur masyarakat yang melanggar 
keterli.ban umum dan ketentraman mAsyamkat dengan 
cara yang sopan; 

31 melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan 
hulrum yang me1anggar ketertiban umum dan 
ketentraman ma3yarakat; 

41 a.pabila orang/badan hukum meJanuar kctcrtiban urnum 
dan ketennmnsm masyarakat diberikan surat teguran clan 
surat peringatan. 

c. standar opcrasional prosedur penert:iban secara pakea : 

11 Pra operct.isiurud penertiban 
a) pemberitahuan kq,a.da masyarakat clan badan bukum 

ysmg akan ditertiblcan; 
b) melakukan perencanaan operasi penertiban dan 

berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Kecamatan, 
Kelurahan, RT /F.W /LK serta ma.syarakat setempat; 

cJ melakUkan .kegiatan pemantauan (kegiatan inteligen 
yang dila.kukan a.pomt So.tuan Polisi Pmnong Praja 
sendiri maupun basil k:oordinasi dengan unsur 
Pemerintah Pekon/Kelurahan, Kecamatan, Potsek dan 
.Koramil; 

d) hasil dari kegiatan pemantauan manjadi dasar untuk 
menentukan waktu dan saat y8Jlg diangga.p tepnt 
untuk melakukan kegiatan penertiban; 

e) basil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk 
menentukan jumJah pasukan yang akan clikerahkan, 
sarana prasarana pendukung yang diperlukan dan 
inmuisi yang terlibat 9Crta pola operaai penertiban 
yang akan <litera.pkan; 

:I) pimpinan pasukan memberikan arahan kepada 
pasukan yang akan melakukan penertiban : 
( 1} bertindak tegas; 
(2) tidak bersikap arogan; 
(3) tidak melakUkan pemukulan/kekerasan (body 

contact); 
(4) menjunjung tinggi HBk ARAsi Manusia; 
(5) mematuhi perintah pimpinan; 
(6) mempersiapkan kelengkapan sarana operasi 

berupa: 
a. pengecekan kendaraan; 
b. kelengkapan pakaian =ragwn dan 

perlindungannya; 
c. perlengkapan pertolongan pertama (P3K); 
d. persiapan ambulan; 
e. menghindari korban sekecil apapun. 



(7) ke~pam pesukaa1 pendukung dan inatan&i terkait 
apabila kondisi lapanpn terjadi upaya penotakan 
dari orang/badan hukum yang berpotensi 
menimbulkan konflik kekerasan. 

d. pada sao.t operaai penertiban dilakukan dengan cara : 
l) membacakan/menyampaikan surat perintah pen.ertiban; 
2) melakukan penutupan /pP.ny~g.lan; 
3) apa.bila a.cla. upaya dari orang/badan hukum yang 

melakukan penolakan/perlawanan rerhadap petugas, 
maka dilakukan upaya-upa.ya sebagai berikut : 
a. melakukan negoisa.si dan memberikan pemahaman 

kepada orang/badan hukum tcrsebut; 
b. dapa.t menggunakan mediator (pihak ketiga} yang 

dianggap dapat menjembatani upaya penertiban; 
c. apabila upaya negoisasi clan mediasi mengalami 

ja.lan buntu, maka petugas melakukan tindakan/ 
upaya pakSa penertiban (sebagai Jangkah terakhir); 

d. apabila menghad.api masyarakat/objek penertiban 
yang memberikan perlawanan -fisik dan tindakan 
anarkis maka langkah-langkah yang cliJakukan 
sebagai berikut : 
(1) menahan diri untuk melakukan konsolidasi 

sambil memperhatikan perintah Iebih tanjut; 
(2) mengamankan pihak y1:U1g uii,1up1·ovokasi; 

(3) melakukan tindakan beladiri untuk mencegah 
loorban kedua belah pihAk 

e. dalaln upaya melakukan tindakan/upay~ paksa oleh petugas 
mendapat perlawanan d.ari orang/badan hukum serla 
masyarakat maka: 
a) petugas tetap bet'sika.p teft8.S unti1k m~lAkukan 

penertiban; 
b) apabila perlawanan dari masyamkat mengancam 

keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan 
kontlik yang lebih luas diadakan konsolida:ri secepatnya 
dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut; 

c} komandan pasukan operasi penertiban, !'ll!SUAi dengan 
situasi dan kondisi dilapangan berhak untuk 
melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban; 

d) melakukan advokasi dan bantuan hukum; 
e) mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan clan rencana. tindak lebih lanjut. 

10. Pembinaan 

a. Pembinaan tertib pemerintahan : 

1) melaksana.kan piket secara bergiliran; 
2) memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap 

pengamanan kantor; 



3J memberikBn/memtasilitasi bimbinpn da.11 pengawasan 
serta membentuk pelaksanaan siskaroJing bagi Pekon rlan 
Kelurahan: 

4) memberikan bimbmgan dan pengawasan administrasi 
ketertiban wilayah; 

SJ melaksanakan kunjungan, pengawasan dan pemantauan 
dalam rangka membina. peJalsan,uui Peraturan Daerah 
dan aturan/ketentuan turunannya; 

6) memberikan pengamanan terha.dap uSl'lhA/kegiatan yang 
dilakukan secara. masal untuk mencegah timbulnya 
gangguan ketentraman dan keterti.ban umum; 

7) me!akukan uaaha dan kegiatan untuk mencegah 
dmbulnya kriminalitas; 

81 inengadaken pemeriksaan terhadap bangunan t.anpa izin, 
teinpat usaha dan melak11k.11n penertiban; 

()I melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka 
menyelesaikan sengketa dalam masyarakat; 

I 01 melakukan berbagai usaha clan kegiatan sektoral. 

b. Pembinaan wrtib lingkungan 

11 ,nemberilum bimbingan dan pengawasan terhadap 
pengambilan pasir batu untuk galian C daJam rangka 
pelestarian linglcungan. 

21 memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai 
pengendalian dan penanggulangan sampah, kebersihan 
lingkungen denpn eaearan pusat-pusat kegia.t.an 
ma.syarakat seperti pasar. 

3) memberikan bimbingan dan peng;awasan terhadap uaaha 
dan keptan yang mengendalikan lingkungan untuk 
menghasilkan barang produksi. 

4) melakukan usaha dan kegiatan pem:mggulangan bencana 
alam. 

c. Pemahaman tertib sosia1 
1) preventif melalui penyuluhan, bimbingan, iatihan, 

pembc.riw1 ba11tuan pengawasan serta pembinaan bai'k 
kepada perorangan manpun kP.lompok masyarakat yang 
diperkirakan menjadi aumber timbulnya gelandangan, 
pengemis dan pekerja seks komersial (PSK). 

2) represif melakukan razia, penampungan sementara untuk 
mengurangi gelandangan, J)eff!!CmiS dan pckcrja ~ks 
komersial (PSK) bA;k kepa.da perorangan maupun 
kelompok masyarakat yang disangka sebagai 
gelandangan, pengemis dan pekerja seks komersial (PSK). 

3) rehabilitasi meliputl penampungan, pengaturan 
pendidikan, pemulihan kemampuan dBn penyaluran 
kembali k:ekampung halaman untuk mengembalilam 
pemn mereka. sebagai warga masyarakat. 

41 mengadakan penerti.ban &f.111' aktivitas pasar dapat 
berjalan lancar, aman, bersih dan tertib. 



5) memonitor, memberikan motivasi dan J)P.ngawa.san 
terhiu1ap warung, toko, rumah rnakan yang melskukan 
kegiatannya tanpa dilengkapi dengan izin usaha. 

6) melakukan kerjasama dengan dinas/instansi terkait dan 
aparat keama.nan dan keterti.ban kawasan Jal.tan parkir. 

7) melakukan peng,awasan dan penertiban terhadap paro. 
pelangyu- Pemtur:an Daerah, Peraturan Bupati. dan 
produk hukum lainnya, 

SJ melakukan pembinaan mengenai peningkatan kesa.daran 
masyarakat dalaJn membayar pajak dan retribusi yang 
ditetapkan Pemerintah Daerah serta melakukan u8llha 
Will kegiatan dalam rangka. memberikan penyuluhrn agar 
masyam.lcat dapat mematuhi kewajibannya. 

11. Administrasi 

a. Persia.pan 
1) penetapan sasaran, waktu dan objek yang akan diberikan 

pembinaan; 
2) penetapan tanpat., bentuk dan mctode pembina.an; 
3) mengadabn survey lapanga.n; 
4) mengadakml koordinasi dengan dinas/instanRi terkait dan 

apamt keamanan dan ketertiban lainnya; 
5) penyiapan edrninistrasi pembinaan seperti da!tar hadir, 

surat perintah, surat teguran clan sura.t panggiJan 
terhadap masyarakat yang me1akukan pelanggaran 
Peraturan Daerah clan aturan/ketentuan turunannya; 

6) pimpinan k~ten memberikan a.rahan dan menjelaskan 
maksud dan tujuan kepada anggoata. tim yang bertugas 
melak:ukan pembinaan. 

b. Pehtksanaan 

I) sebelum menuju sasaran bagi anggota Se.twm Polisi 
Pcunong Praja yang bertugas melskukan pembinaan 
terlebih d.ahulu memeriksa kelengkapan administrasi 
peralatan clan perlengkapan yang akan dibawa. 

2) pe1aksanaan pembmaan ketertiban umum dan 
ketentraman masye.rakat yang i>erhubungan dengan 
lingkup tuga.s, perlu dikoordinasikan dengan dinas/ 
in~tanai terbit. 

3) bentuk koordinasi keterbban umum dan lreteritrnman 
msisyarakat didaerah dilakukan sesuai dengan keperluan: 
a) melalui rapa.t koordinasi dengan instansi terkait; 
b) rapat koordinasi pelaksanaan; 
c) penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan 

kewenangan. 



4) pembinaan yang dilakub.n 111clalui panggilan resrni 
niaupun sum.t t.eguran yang dibuat 2 (dua) rangkap, 
setelah ditandatangani oteh penerima, maka petugas 
segera menjelaskan maksud dan tujuan pemanggilan. 
Pemberian surat eguran yang dibuat 2 (dua) ni.ngkap 
dimak~dkan 1 (eatu) discrllhko.n kepada si penerima. dan 
1 {satu) lagi SP.bagai anip untuk memudahkan 
pengecekan. 

5) pembinaan yan2 dilakukan secara tatap muka secara 
1angsung bagi petugas pembina harus mempedomani 
telmik-teknik berkomuni.kasl dengan 111en1perhatikan 
filkap dan &0pan santun dola,n berbicara. 

6) pembinaan yang dilakukan me1alui forum diseeuaikan 
dengan maksud dan tujuan ~rtemuan tersebut dengan 
dibuatkan notulen atau basil pembahasan/ 
pembicaraannya. 

c. Evaluasi 
11 setelah pelaksamuu1 kerJ.atan pembinaan ketertiban 

umurn dan ketentraman masyarakat, bail< yang dilakukan 
secara rutin, insidentil maupun operasi gabungan segera 
melaporkannya kepa.da Satuan Polisi Pamong Praja, 
kemudian Kepala Satuan Polisi Pamong Pra.ja meneruskan 
kepada Bupati. 

2) mengevcllul:lsi pelak&anaJlll kegia.Ulll operasi clan 
menjelaskan tentang hambatan yang ada kepada Kepala 
Satuan Polisi Pamong Praja dan at.au yang 
memerintahkamlya. 

3) menyusun laporan basil pelaksanaan kegiatan sekaligus 
dengan basil evaluasinya. 

RI. PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUH/\N MASSA 

1. Ruang lingkup menangani nnjuk rasa dan kerusuhan massa. 
meliputi: 
a. unjuk rasa delam keadaan damai. 

Unjuk rasa. da])8.t berupa demontrasi, pawai, rapat umum 
ataupun mimbar bebas. Unjuk rasa umumnya telah 
diberitahukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, 

b. kerusuhan massa. 
Keadaan yang dikategorikan kerusuhan maasa adalah : 
1) Massa perusuh telah dinilai melakukan tindakan yang 

!l8llgat mengganggu lu:LerLiban umum dan kctentrama.n 
masyarakat serta melaln1kan lrekerasan yang 
membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda antara 
lain: 
a) merusak fasilitas umum dan instalasi pemerintah; 
b) melakukan pembakaran benda-benda yang 

mengakibatkan Lerga.nggunya a.rue lalu lintae; 
c) 1nelakukan kekerasan terha.dap orang lain/ma$yarakat 

lain. 



2) Massa peruauh menunjukkan eikap dan tindakan yang 
mela.wan Pf!rintah petugas/ aparat pengamanan antara lain: 
a) melewati garis batas yang diben1can petugas; 
bl melakukan tindakan kekerasan/anarkis kepada 

petugas pengaman. 

2. Pelakaanaan 

a. penanganan unjuk msa dalam keadaan damai. 

1) Persiapt1.n 
a) memakai Pakaian Dinas Lo.pangan (PDL); 
b) mcnyiapkan pcrlengkapan yang diperlukan : 

(1) perlengkapan perorangan, helm pero,-ang,in, borgol, 
tameng dan dapat diperlengkapi dengan senjata api 
(sesuai peraturan yang berlaku) bagi yang 
mempunyai izin; 

(2) kendaraan khusus dilengkapi dengan perlengke.pan 
yang diperlukan. 

c) menyiapk.an daftai- tim yang hertugas dan surat 
perintah -pengamanan; 

d) Komandan operasi memberikan arahan singkat perihal 

(11 lokasi; 
(2) rute yang ditempuh; 
(3) situasi yang mungkin dihadapi; 
( 4) tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan. 

2) PelakMnaa.n 

a} koordimwi : 
Kepala SAiuan Polisi Pamong Pra,ja 
melaporkan/memberitahukan kepada Bupati dan 
komandan operasi melakukan koordinasi dengan Aparat 
Pengamanan lainnya tenlaug : 
(1) jwnlah maissa:,angrnelakukan unjukm.oo.; 
(2) rute yang akan dilalui; 
(3) kegiatan yang akan dibenarkan rUIRkukan 

pengunjuk rasa; 
(4) waktu yang disediakan; 
(5) Lokasi unjuk rasa. 

b) isolasi: 
1) anggota operasi Satuan Polisi Pamong Praja 

melakukan negoisasi dengan pengunjuk rasa 
dengan mass. penonton; 

2) tida.k dibemu-kan 01elakukan tindakan paksa atau 
cara kebrasan; 

31 anggota Satt1An Palisi Pamong Praja tetap dalarn 
formasi yang relah ditetapkan. 

cl negoisasi dan penangarum : 
t) Kepolisian dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja 

melakukan negoisa.si dengan pengunjuk rasa; 



2) tidak dibenarkan melakukan tinda'lcan paksa. at.au 
cars. kekerasan; 

31 bersikap sunpa.tik dan tetap berwibawa. 

3) Le.poran htl3il kegiatan : 
a) membuat laporan tertulis Sl'!suai format yang tersedia. 
b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang 

memerlukan tindakan segera. 

b. penanganan brusuhan mas..qa : 

1) Persiapo.n: 
a) memakai peJraian. dinas lapangAn (PDL); 
b) menyiapkan perlenglc.Bpan YaJ18 diperlukan: 

( 1) JW!r'IP.ngkapan perormigan: helm, pentungan, borgol, 
tameng, senjata. api (bagi yang mempunyai izin); 

(2) kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu 
perhatian (Jampu sorot), megaphone dan alat 
komunikasi. 

c) menyusun d.aftor petugae dan surat perintah 
pengamanan; 

d) komand.an operasi memberikan arahan singlcat perihal 
tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan. 

2) Pelabanaan: 
a) komandan operasi melakukan koordinasi dengan pihak 

kepoli!Jian tentang langkah·Jangkah tindakan yang akan 
uiJakuk.a.n; 

bj anggota Satllan Polisi Pwn.ong Praja yang sifatnya 
MhAgai tenaga pendukung/bantuan, hanya melakukan 
tindakan sesuai koordinasi pihak kepolisian; 

cl tidak dibenarkan melakukan tindakan di lue.r kendali 
pimpi.nan lapangan. 

3) La.poran basil kegiat.an : 
a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; 
b) membuat Iaporan Iangsung terhadap kejadian yang 

memerlukan tinda.kan scgera. 

IV. PENGAWALAN PEJABAT DAN ORANG - ORANG PENTING 

1. Ruang lingkup penp.walan pejabat dan orang-orang penting 
meliputi: 
a. pengawalan dengan sepeda motor; 
b. pengawaJan denpn kendaraan mobil. 

2. Pelaksanaan : 
a. pengawalan dengan sepeda motor 

1) Persiapan: 
a) memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL); 



b) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan : 
(1) perlengkapan perorangan, helm, pentungan borgol 

dan d.apat dilengkapi dengan senjata api (bagi. yang 
mempunyai izin); 

(2) lrendaraan khusus dilengkapi peralatan yang 
dibutUhkan; 

(3) pengemudi diutBmakan me1nili.ki kom_peten1Si 
pendidikan pengemudi/memilild SIM. 

c) menyusun jadwal, daftar petugll!I dan surat perintah 
pengawalan. 

2) Pelak&uti:UUI : 
a) 2 (dua) 8CpCda motor dalam kcadean siap bergerak pnda 

posiR.i herjajm dan pengawal berdiri disamping sepeda 
motor; 

b) pejabat/VIP sudah berada di dalam kendaraan dan siap 
menerima laporan lresiapan wm pengawalan; 

c) .komandan operasi menuju keajudan dan melaporkan 
lresiapannya untuk mel.a.kuktm pengawalan; 

d) sepeda motor berjajar dengan eepeda motor lainnya 
berangkat menuju tu.juan; 

e) selama perjalansn lampu dinyalakan dan sirine hidup; 
t) tiba di tujuan : 

(1) sebelum berhenti berikan tande./isyarat pelan; 

(2) berhenti dan parkir Y&.nl aman. 

g) selesai acara akan kembali kekantor : 
(1) sepeda motor te1ah siap; 
(2) lcomandan operasi melapor ke ajudan siap untuk 

pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan 
waktu pcrjalanan menuju tujunn, 

h} tiba di kantor, setelah kendAraan berhenti, seluruh 
anggota operasi turun, komandan operasi melaporkan 
kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai 
dilaksanakan. 

3) Laporan Hasil Kegiatan : 
a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; 
b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang 

memerlukan tindakan segera. 

b. Pengawalan dengan kendaraan mobil : 

1) Persia.pan: 

a) memakai Pakai.lul D.inas Lapanga11 {POL) ; 
bJ menyiapkan perlcngkapan yang ttipcrlukan : 

( l) pcrlcngkapan perorangan, helm, bo:rgoJ, tameng dan 
dapat diperlengkapi dengan senjata api (bagi yang 
mempunyai izin); 

(2) kendaraan khusus dilengkapi peralatan yang 
dibutuhkan; 



(3) menyusun jadwal, daftar petugas clan surat Jlf!rinta h 
pengawalan. 

2) Pelaksanaan 
a) pengemudi melapor kepruia komandan opcrasional 

tentang Jcesiapar, kend111"9An; 

b) komandan operasi menyiapkan setiap regunya 6 {enam) 
orang untuk naik kelrendaraan dan siap melakukan 
petlf,8.walan; 

c) komandan operasi menuju ke ajudan dan melaporkan 
kesiapannya untuk melakukan pcngawalan; 

d) komandan operasi nail< k:ekendarat\n du.duk 
hP.rsehelahan dengan pengemudi dan merintahkan 
pengemudi untuk menja1ankan kendaraan; 

e) selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup; 
f) tiba ditujuan: 

(l) sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan; 
(2) berhenti dan parkir yang aman; 
(3) anggot.a operaei turun dan menyebar melakukan 

pengawalan. 
g) selcaai acara akan kembali kek&ntor : 

(1) kendaraan dan anggota. operasi telah sia.p; 

(2) komandan opera.s:i melapor kP. Ajudan siap untuk 
pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan 
walrtu perjalanan menuju tujuan. 

h) tiba di kantor, setelah kendaraan berhenti, selunlh 
anggota opercu:ii turun, ko1I1a.ndan opcrasi melapor 
kepada ajudan bahwa pengawalan telah sie\esai 
dilaksanakan. 

3) Laporan Hasil Kegialan. 
a) membuat laporan tertulia sesuai format ys.ng tereedin.; 
b) mcinbuat lapomn lang6ung terhadap kejadian yang 

memerlukan fu,dakan ~era. 

V. PEHGAMANAN TF.MPAT- TEMPAT PENTING 

l, Ruang lingkup pengamanan tempat-tempat penting meliputi 
penjagaan tempat-tempat penting yang perlu dilakukan oleh 
Satuan PoliBi Pamong Praja antara lain : 
a, rumah dinas pejabat Pemerintah O~rah (perlu batasan); 

b. sekitar rnang kerja pejabat Pemerintah Daerah; 
c. lokasi kunjungan kerja pejabat Pemerintah Daerah; 
d. tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu VIP; 
e. gedung dan aset penting; 
f. upacara dan acara penting. 



2. PelakHAnaBn : 

a. rumah dinas pejabat Pemerintah Oaerah : 

1) Pe«riapan : 
a) manakai Pakofon Oinns Lo.pangan (PDL); 

b) melakukan kerjasama dengan dinas/inatansi terkait. 

2) Pelaksanaan : 
a) merencanolam penyusunan jadwal dan petugas yang 

akan melakukan tugas di rumah dinas; 
b} membuat berita acara pelimpahan tugas dengan 

petugas jaga pengganti yang ditandatangani oleh yang 
melimpahkan dan yang menerima pelimpahan tugas; 

c) mencatat dan mengenali idendtas setiap tamu yang 
berkunjung; 

d) melakukan pengaturan lalu lintas disekitar pintu 
gerbang pada saat pejabat/t.amu keluar masuk 
lingkungan rumah dinas; 

e) mencatat identitas, logat bicara/dialek, suara-suara 
lain yang terdengar, sena pesan yang disampaikan 
oleh penelpon; 

f) menca.tat keja.dian-kejadian penting selama melakukan 
tugasjaga; 

iu melakukan pengawasan dan pengeoekan terhadap 
petugas pelayanan seperti petugas telepon, PAM, listrik 
dan lain-lain; 

h) melakukan pengawi:wan dlill pengecekan 8eCara 
intencll disetiap tempat yang tersembunyi dan kurang 
mendapat perhatian; 

i) menjaga dan menerbitkan para pedagang penjaja 
barang at.au sejenisnya serta para pencari sumbangan 
(perorangan, yayaaan, dll). 

3) Laparan basil kegiatan : 
a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; 
b) membuat Japoran langsung terhadap kajadian yang 

memerlukan tindli.kai:1 l!legeia. 

b. sekitar ruang kerja pejahat Pemerintah Daerah : 

1) P4!miapan : 
al memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL); 
b) melakukan kerjasama dengan dinas/instansi terkait. 

2) Pelaksanaan : 
a] melakukan pemeriksaan di lingkungan ruang kerja 

pejabat sebelum bersangkutan tiba; 
b) melakukan koordinasi dengan tata usaha. dan ajudan 

pejabat yang besangkutan; 
c) melakukan pencatatan jadwal kegiatan pejabat patla 

hari yang bersangkutan dan kegiatan yang akan 
diJaksanakan, dalaln waktu satu minggu yang akan 
datang; 



d) mcmbcriken pelayQlUUl penunjang lainnya kepada 
~abat tersebut bila diperlukan; 

e) mengawasi dan mengenali identitas setiap tamu yang 
berlrunjung; 

f) me1akukan pengawasan clan pengecekan secara 
intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang 
mendapat pcrhatian; 

g) menjap dan menertibkan para pedapng penjaja 
barang atau sejenisnya dan para pencari sumbangan 
(perorangan, yayasan dan lain-lain); 

h) mengigatkan kepada tata usaha untuk melakukan 
pengecekan kembali terhadap instaJasi liatrlk, air, 
pemadam kebakaran, AC, tempat penyimpanan 
dokumentasi/arsip, setelah pejabat yang bersang}cutan 
meninggallam tempat; 

i) melakaanakan penjagaan sesuai dengan jam kerja 
kantor atau sampai batas waktu pejabat mentnggalkan 
tempat. 

3) Laporan basil kegiatan : 
a) membuat laporan tertulia aesuai format yang tcrscdia; 
b) membua.t laporan langsung terha.do.p kejadian yang 

memerlukan tindakan segera. 

c. lokaSi kUnjungan kerja Pejaba.t Pemertntah Daerah. 

I) Persiapan: 
a) memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL); 
b) melakukan kerjasama dengan cUnas/instansi terkait. 

2) Pelaksanaan : 
a) melakukan pemerlksaan pendahuluan terhadap objek 

dan benda yang terde.pat dieekito.r lokasi kunjungan 
kerja ~abat; 

bl melakulam pengamatan dan penganalisaan t.erhadap 
situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja 
pejabat; 

c) m.elakukan pcngawasan dan pengecekan secara 
intensif setiap tempat yang 1e1sembunyi dan kurang 
mendapat perhatian dilingkungan lokasi k:unjungan 
pejabat; 

dJ mengawasi dan mencermati kejadiau-kejadian yang 
penting/ menonjol disekitar lokasi kunjungan kcrja 
pejabAt; 

e) meJaporlcan kepada aparat keamanan/ polisi terdekat, 
bila menemukan barang yang dicurigai dan 
diperkirakan berupa ham, bahan peJedak wm jangan 
sekali kali dipegang/disentuh scrta melokalisir dan 
memberi tanda pada tempat yang dir.urigai tnsebut; 

f) mengawasi dan mP.TlgenaJi setiap orang yang berada 
dilokasi kunjungan kerja pejabat; 

gJ melakukan koordinasi dengan pihak Protokoler 
berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan aerta 
~usunan acarayang akan dilaksanakan; 



hi melaksanakan koordinasi dengim panitia 
penyelenggaraan atau pihak yang bertanggu.ng jawab 
melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan 
jumlah dan daftar tamu undangan yang akan. 
riiundang menghadiri acam yang diroaJc"!ud; 

i) melakukan koordinasi dengan/antar unsur 
pengamanan lainnya dengan menggunakan alat 
komunil<asi yang ada; 

j) saling memberikan intormasi dalaJn melakukan tugas 
penjagaan di lapangan. 

3) La.poran basil kegiaum : 
a) membuat Iaporan tertulis sesuai dengan format yang 

ten1edia; 
b) membuat laporan langsung tcrhadap kcjadian yang 

memerlukan tindakan segera. 

d. tempat kedatangan dan tempat tujuan t.amu/delcgasi VIP: 

1) Persia.pan : 
a) memakai Pakaian Dinas Lepsn1gan (POL); 
lJJ melakukan ke1jasama dengan dinas/h~stansi terkait. 

2) Pe1aksanaan : 
a) melakukan penjagaan di lingkunpn tempal 

kedatanpn dan tempat tujuan/delegam; 
b) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek 

dan benda dilingkungan tempat kedatangan dan 
tempat tujuan, sebelum para tamu/delegasi tiba di 
lokasi; 

c) melakukan peng-.unatan dan penganali$U.I1 terhtiW:1-p 
situa.si dan kondiai dilingkungan tempat kedatangan 
dan tempat tujuan; 

d) melakukan pengawasan dan pengecekan secara. 
intensif setiap tempat tersembunyi dan kurang 
mendapatperhatlan; 

e) u:iengawalSi dau1 wencen:uaLi kejadian-k.ejadiau ywig 
penting/menonjol ditempat kedatangan dan tempat 
tujuan; 

t) melaporkan kepada aperat keamanan/Polisi terdekat, 
bila menemukan barang yang dicurigai dan 
diperkirakan berupa bom/bahan peledak dan jangan 
sekaJi.kaJi dipesang/di.&entuh serta melokalisir dan 
memberi tanda pada tempat yang dicurigai; 

21 mengawasi clan mengenali setiap orang yang berada. 
dilingkungan tempa.t kedaumgan dan tempat tujuan; 

h) melakukan koordinasi dengan pihak protokoler 
berkenaan dengan jenis dan sifat Jcegietsn. sert.a. 
susw:ian acorn yang akm1 dilaksonakan; 

i) rnelakukan koonlinasi dengan panitia. penyelenggaraan 
atau pihak yang bertanggung jawab me1aksanakan 
kegiatan tenebut berkenaan dengan jum1ah dan daftar 
tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara 
teraebut; 



j) melakukan lroo:rdinasi dengan/antar unsur 
penpmanan lainnya dengan menggunakan alat 
komunikasi yang ada; 

k) saling memberikan informasi da.1am mehikukan tugas 
penjagaan di lapangan. 

3) La.poran basil kegiatan: 
a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; 
b) membuat laporan Iangsung terhadap kejadian yang 

memerlukan tindakan segera. 

e. penjagaan gedurtg dan aset penting: 

1) Persiapan ; 
a) memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL); 
b) melakukan kerjasama dengan dinas/instansi terkait. 

2) P~Jaksaoaan : 
a) 

b) 
c) 

d) 

el 

f) 

menyusun rencana jadwal pengawasan serta jenis 
gedung / asset beserta lokasinya; 
merencanakan dan menyiapkan petugas jaga; 
melakukan koordinasi dengan dinas/instansi 
mengelola gedung/aaet; 
melakukan pendataan/bukti kepemllikan 
gedung/aset, gambar situasi/daerah/proposal sebagai 
bahan pengecekan Japangan; 
me]akukan komunika.si secara teratur dan 
berkesinambungan dengan petuga~ 
jap/ dinas/inatansi/pengelola. gcdung/ aeet; 
mercncanaken dan menyiapkan sar8lla. dan Fasilita.s 
perlengkapan yang digunakan untuk memoniroring 

. gedung/aset. 

3) La.poran basil kcgistan: 
al membuat lsporan tertulis aesuai format yang tersedia; 
bl membuat laporan Jangsung terha.dap kejadian yang 

memerluksn tindskan segerc1.. 

r. upru:ara dan acara penting. 

1) Persiapan: 
a) memakai Pakaian Dinas La.pangan (PDL); 
b) melalrukan kerjAsama '1.engan dinas/instansi terkait. 

2) Pelaksanaan: 
a) merencanakan dan men.)iapkan petugas yang akan 

menjaga dilingkungan tempat upacara/acara penting; 
b) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek 

den benda.-benda disekitar lokasi sebelum acara 
dimulai; 

cl melakukan k:oordinasi pengaturan lalu lint.as disekitar 
lokasi; 

d) mengarahkan pengemudi kendaraan bennotor peserta 
upacara menuju tempat psrkir yang disediakan; 



e) melakukan penerbban terhadap para pedagang penjaja 
barang atau sejenisnya di lokasi; 

i} melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap 
situasi dan Jwndi:si disekitar lokasi sebelum acara 
dimulai; 

g) melakukan pengawasan dan pengecekan secara 
intensif setiap yang t.ersembunyi dan kurang 
mendapat perhatian di lingkungan lokasi; 

h) mengawasi dan mencennati kejadian-kejadian yang 
penting/menonjol di8Ckita.r lukas.i; 

i) melaporkan kepada aparat keamarum/polisi tcrclckat, 
bila. menemulcan hsln;ang yang dicurigai dan 
diperkirakan berupa bom, bahan peledak dan jangan 
aekali- kali disentuh/dipegang serta melokalisir dan 
member tanda pa.da tempat yang dtcurigai tersebut; 

j) mengawasi dl:Ul meuger.uili Lerhadap seuap para tamu 
undangan dan orang-orang yang berada. di Iokas.i; 

k) melakukan koordinasi dengan panitia penyefonggatllan 
atau pihak _yan,t bertanggung jawab melaksanakan 
kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daft.ar 
tamu undangan yang akan dilmdang menghadiri acara. 
dimaksud; 

I) mela.kukan koordinaei dengan/rmtar uneur 
pengamanan lainnya dengan menggunakan alat 
komunikasi yang ada; 

m) Baling memberikan informasi dalarn rnelakukan tugas 
penjagaan di lapangan. 

3) Laporan basil kegiatan : 

VI. PATROLI 

a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; 
b) membuat Japoran langsung terhadap kejadian yang 

memerlukan tindakan segera. 

1. Ruang lingkup pelaksanaan patroli mehputi : 
aJ tempat-tempat atau Iokasi yang dianggap rawan; 
b) antar batas wilayah; 
c) tempat keramaianfhiburan. 

2. Ketentuan dalam pelaksaruian : 

a) umum 
Beberapa persyaratan penting yang harus dimiliki oleh setiap 
petugas patrol : 

1) setiap petugas harus memiliki kewibawaan yang tercermin 
dalam. jiwa penga.bdian yang penub eti.ka dengan rasa. 
tanggung jawab; 

2) dalain me1aksanakan tugas harus dapat menarik rasa 
stmpatJ maayarakat; 
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